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Abstrak : MRP adalah lembaga strategis secara politik karena memiliki 
kewenangan besar dalam memberikan persetujuan politik dalam 
menjalankan roda pemerintah Papua. Dalam Pasal 19 UU Otsus Papua, 
MPR memberikan empat persetujuan politik. Pertama, memberikan 
pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur/Wakil 
Gubernur yang diusulkan oleh DPR-P. Bakal calon yang disetujui oleh MRP,. 
Postur otonomi khusus akan nampak dengan eksisitensi MPR dalam 
implementasi UU No 21/2004 tersebut. Konflik politik antara Papua dan 
Jakarta yang mendukung keberadaan Irjabar akan terus mewarnai perjalanan 
Otsus Papua. MRP akan bertugas dalam pemilihan gubernur/wakil gubernur 
dan pemekaran Provinsi Papua ke dalam beberapa provinsi Jayapura 
berpendapat bahwa MRP juga akan dibentuk di provinsi Irjabar, dan akan 
berfungsi sebagaimana diatur dalam UU Otsus. 
 
Kata Kunci : MRP dalam Penyaringan calon Kepala Daerah  
 
PENDAHULUAN  
Khusus di provinsi papua juga diberlakukan UU No. 21 Tahun 2001 
tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Hal ini yang menimbulkan 
polemik dimasyarakat tentang tata cara pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah harus orang asli papua dan pemilihannya melalui DPR 
Provinsi papua pasal 7 point (a) dan DPRP mempunyai tugas dan wewenang 
memilih gubernur dan wakil gubernur adalah warga Negara republik 
Indonesia dengan syarat-syarat orang asli papua dilihat dari ras Melanesia 
garis keturunan berasal dari patrinieal dan matrineal. Dengan penjelasan UU 
No. 21 tahun 2001 lebih khusus pada kewenangan penyelenggaraan dan 
kriteria menjadi kepala daerah menajdi konflik antara penerapan UU No. 32 
Tahun 2004 dan UU No. 21 Tahun 2001 mengakibatkan proses pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2005-2010 mengalami 
berbagai masalah , hal ini tercermin dari proses bakal calon gubernur dan 
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wakil gubernur sampai pada saat penetapan pemenang pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur Provinsi Papua. 
Antara UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 21 Tahun 2001  akhirnya 
berakhir , hal ini ditandai dengan adanya tata cara pemilihan gubernur dan 
wakil gubernurdilakukan secara demokratis yaitu pemilihan secara langsung, 
umum, bebas dan rahasia oleh rakyat, tetapi juga memberikan ruang secara 
khusus kepada UU No. 21 Tahun 2001 untuk melaksanakan verivikasi 
khusus terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur sebagaimana 
ketentuan pasal 11 ayat 3 dan pasal 13 UU No. 21 Tahun 2001 tentang 
otonomi khusus bagi Provinsi Papua, menyatakan bahwa pemilihan gubernur 
dan wakil gubernur Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU 
No. 35 tahun 2008 tentang pengesahan peraturan pemerintah pengganti 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas UU No. 21 
Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua, menyatakan 
bahwa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua lebih lanjut 
diatur dalam perdasus. 
 Lebih lanjut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa 
dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus dimaksud Pemilihan Umum 
Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP 
Papua dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU) dengan memposisikan 
peran Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai perwakilan lembaga kultur, 
sehingga sangat dibutuhkan peraturan yang mengatur kewenangan lembaga-
lembaga tersebut, sehingga berdasarkan pasal 139 peraturan pemerintah 
Republik Indonsia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, 
pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan wakil gubernur di Provinsi 
Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat yang pencalonannya diusulkan 
melalui DPRP Papua bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf (a), (b) dan (c) perlu menetapkan peraturan daerah 
khusus Provinsi Papua tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur. 
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Sehingga penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi 
Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001, Otonomi Khusus Papua memberikan 
kewenangan kepada DPRP berdasarkan pasal 7 huruf (a) dan dalam hal 
kewenangan ini mengacu secara yuridis untuk mempertahankan 
kewenangan ini adalah berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang otonomi 
khusus papua (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 135, 
tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang 
pengesahan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 
tahun 2008 tentang perubahan Undang-undang atas Undang-Undang No. 21 
Tahun 2001. 
 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS 
Otonomi Khusus Papua  
Otonomi Khusus adalah suatu konsesi khusus yang di tunjukkan untuk 
“meredam”keinginan dari masyarakat di Papua untuk memisahkan diri dari 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembetian Otonomi 
Khusus menjadi bagian dari tawar menawar Politik. Jauh dari itu, pemberian 
Otonomi Khusus juga di tujukan sebagai pengakuan atas Papua yang 
mempunyai karakteristik yang Spesifik dan mempunyai kedudukan unik 
dalam Negara, bukan sekedar keinginan pusat untuk menekan keinginan 
Papua untuk Merdeka dan tetap mengikatnya dalam bingkai Negara 
Kesatuan Satunya berkaitan dengan “memilih Gurbernur dan Wakil 
Gurbernur”  serta hak dalam wewenang yang lain dan berkaitan dengan hal 
pemilihan Gurbernur dan Wakil Gubernur itu. Hak dan wewenang telah 
“Dihapus” oleh Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 yang menyatakan 
pasal 1 angka 2 peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 
Tahun 2008 telah di tetapkan menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 
2008 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang 
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Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. 
Sebagaimana kita ketahui pemerintah pada tanggal 21 November 2001 
telah mengesahkan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua sekaligus Undang-Undang ini berlaku saat diundangkan pada 
tanggal 21 November 2001. Pemberian Otonomi Penuh bagi Provinsi Papua 
adalah cara yang terbaik bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Otonomi yang diberikan kepada wilayah yang luas dan keragaman 
suku yang lebih 250 suku bahasa daerah ini dapat menjadi satu titik awal 
dimulainya pembangunan yang sepenuhnya melibatkan masyarakat papua 
sendiri. 
Untuk meningkatkan usaha-usaha perekonomian daerah, maka 
Pemerintah Provinsi Papua berwenang melakukan pengelolaan lingkungan 
hidup secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang, melindungi 
sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati, sumber daya 
buatan, konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, cagar 
budaya, dan keanekaragaman hayati serta perubahan iklim dengan 
memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan penduduk. Dalam konteks ini Pemerintah Provinsi berwenang 
mengelola kawasan lindung, dalam rangka untuk melindungi 
keanekaragaman hayati dan proses ekologi terpenting, Aspek Hukum dan 
Hak-hak Asasi Manusia: Kebijakan otonomi khusus Papua telah 
menempatkan aspek hukun dan hak asasi manusia sebagai aspek strategis 
dalam membangun kepercayaan rakyat terhadap Pemerintah pada semua 
lini.  
Pemerintah Provinsi Papua berwenang melindungi, 
memberdayakan dan mengembangkan hak-hak  masyarakat adat dengan 
berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku. Hak-hak 
masyarakat adat dimaksud meliputi hak ulayat masyarakat, hukum adat dan 
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hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. 
Dalam hal terjadi sengketa yang melibatkan masyarakat adat terkait dengan 
tanah ulayat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota berwenang 
memberikan mediasi aktif dalam usaha penyelesaian sengketa tanah 
Pemerintah Provinsi juga berwenang dan bertanggung jawab melindungi, 
membina,dan mengembangkan kebudayaan asli Papua. Dalam hal ini 
termasuk membina, mengembangkan, dan mlestarikan keragaman bahasa 
dan sastra daerah serta melindungi hak kekayaan intelektual orang asli 
papua, guna mempertahankan dan memeantapkan jati diri orang Papua. 
 
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua 
Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2001. 
 
Undang-undang otonomi khusus terbit pada tahun 2001, pada tahun 
2002 terjadi amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan selama empat kali 
ternyata memiliki kelemahan-kelemahan mendasar yang disebabkan oleh 
ketidak jelasan konseptual dalam kesepakatan dasar para anggota MPR 
serta terjadinya pergeseran paradigm dari demokratisasi kepada perubahan 
system pemerintahan. Akibatnya banyak terdapat Inkorensi diantara asas-
asas, kaidah-kaidah aturan dalam amandemen UUD 1945 yang 
menimbulkan kesulitan dalam melaksanakan Amandemen undang-undang 
dasar 1945 secara Efektif. 
Dalam amandemen itu hal yang paling pokok adalah pengambilan 
kewenangan pemilihan, Presiden dan Wakil Presiden/Gubenur dan Wakil 
Gubenur/DPRRI/DPD/DPRD Provinsi/DPR kabupaten kota dari lembaga ke 
rakyat. Jadi sebelumnya itu undang-undang No. 21 Tahun 2001 pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur di seluruh Indonesia dilakukan oleh DPR, 
secara otonomi khusus pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di 
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pilih oleh DPR dengan amandemen undang-undang dasar 1945 kewenangan 
lembaga DPR beralih ke kewenangan rakyat.  
kewenangan DPRP memilih Gubernur dan wakil Gubernur ikut tercabut, 
siapa yang memilih dan siapa yang menyelenggarakan maka muncullah satu 
lembaga yang di sebut juga lembaga KPU, rakyat memilih siapa yang 
melaksanakan kewenangan itu adalah KPU yang menyelenggarakan itu 
sebagai Independen tata cara memilih, tata cara pendaftaran sampai pada 
pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur di lakukan oleh KPU.  
 Oleh karena itu, salah satu tugas dan wewenang DPRP Papua yang 
berkaitan dengan “memilih Gubernur dan Wakil Gubernur” sebagaimana di 
rumuskan secara eksplisit di dalam pasal 7 ayat (1) huruf (a) Undang-undang 
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua juga 
harus di kualifikasi sebagai suatu pasal yang mempunyai sifat Khusus dari 
Undang-undang. Sifat khusus dari pasal 7 ayat (1) huruf a diatas dapat juga 
di lihat dari perspektif dalam hubungannya dengan pasal-pasal lainnya yang 
memiliki keterkaitan dengan pasal, seperti antara lain sebagai berikut: a. 
pasal 11 ayat (3) dan pasal 12 huruf a Undang-undang Otonomi Khusus 
pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya 
masing-masing. Fakta ini hendak menegaskan bahwa kewenangan DPR 
Papua untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang bersifat Khusus 
tersebut juga berkaitan dengan berbagai pasal-pasal lainnya yang juga 
memiliki Kekhususan tertentu. 
Bahwa ketentuan pasal 11 ayat (3) dan pasal 13 undang-undang 
republik indonesia nomor 21  tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi 
provinsi papua sebagaimana telah diubah dengan undang-undang republik 
indonesia nomor 35 tahun 2008 tentang pengesahan peraturan pemerintah 
pengganti undang-undang nomor 1 tahunm 2008 tentang perubahan atas 
undang-undang republik indinesia nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi 
khussu bagi provinsi papua , menyatakan bahwa pemilihn gubernur dan wakil 
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gubernur provinsi apua diartur lebih lanjut dengan ketentuian peraturan 
perundang-undangan ; bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi 
khusus yang dimaksud pemilihan umu gubernur dan wakil gubernur di 
provinsi papua dilaksanakan oleh dewan perwakilan rakayat papua dan 
komisi permilihan umum provinsi papua dengan memposisikan peran majelis 
rakyat papua sebagai lembaga kultur, sehingga sangat dibutuhkan peraturan 
yang mengatur kewenangan lembaga-lembaga tersebut ; bahwa berdasarkan 
pasal 139 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 
tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian 
Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Papua dilakukan secara langsung 
oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang 
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah 
Khusus Provinsi Papua tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil 
Gubernur. 
1) Tugas dan Wewenang DPRP Papua dan KP dalam melaksanakan 
tahapan pertama, DPRD mempunyai tugas dan wewenang : 
a. Mengumumkan pendaftaran bakal calon ; 
b. Melaksanakan kegiatan pendaftaran; 
c. Melaksanakan kegiatan verifikasi dan penyaringan; 
d. Menyampaikan kepada KPU Provinsi bakal calon perseorangan 
untuk dilakukan verifikasi faktual; 
e. Meminta pertimbangan dan persetujuan kepada Majelis Rakyat 
Papua tentang bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur 
mengenai orang asli Papua; 
f. Menyelenggarakan penyampaian visi, misi dan program para 
bakal calon; 
g. Melaksanakan kegiatan penetapan bakal calon menjadi calon 
peserta pemilihan; dan  
Otonomi Khusus Papua Dalam Konteks Penyaringan.….  Ariyanto 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 6 NOMOR 2, JULI 2016 177 
 
h. Mengajukan usulan penetapan dan pengesahan pemenang 
pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 
2) Dalam melaksanakan tahapan kedua, KPU Provinsi mempunyai tugas 
dan wewenang : 
a. Melaksanakan verifikasi faktual bakal calon perseorangan; 
b. Menyampaikan kepada DPRD hasil verifikasi dan rekapitulasi 
dukungan calon perseorangan dituangkan dalam berita acara 
disertai dokumen dukungan faktual; 
c. Melaksanakan pengundian nomor urut peserta calon pemilihan; 
d. Melaksanakan pemungutan suara; 
e. Menetapkan hasil pemilihan; dan 
f. Melaksanakan hal teknis pelaksanaan pemilihan umum calon 
Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 
 
MRP dalam Proses Penyaring Calon Gubernur Pronvinsi Papua  
Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disebut MRP adalah 
representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki wewenang dalam 
rangka perlindungan hak-hak orang asli papua dengan berlandaskan pada 
penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan 
pemantapan kerukunan hidup umat beragama sebagaimana diatur dalam 
perundang-undangan. Komisi pemilihan umum yang selanjutnya disebut KPU 
Provinsi Papua adalah penyelenggaraan pemilihan umum gubernur dan wakil 
gubernur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam 
tahapan pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan dibentuk sebuah panitia 
pengawas untuk mengawasi yaitu selanjutnya disebut Panwas adalah 
melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. Partai politik adalah partai 
politik peserta pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-
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undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR. 
Gabungan partai politik adalah penggabungan dari beberapa partai politik 
yang secara bersama-sama menyepakati mencalonkan satu satu bakal 
calon, pimpinan partai politik adalah ketua dan sekretaris politik sesuai 
dengan tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran 
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) partai politik yang 
bersangkutan. Pasangan calon dari partai politik adalah peserta pemilihan 
umum gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh salah satu partai dan 
atau gabungan partai politik berdasarkan undang-undang. Pendaftaran 
adalah proses pengajuan administrasi awal untuk keikutsertaan dalam 
pencalonan sebagai gubernmur dan wakil gubernur Provinsi Papua. 
Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon 
menjadi peserta gubernur dan wakil gubernur adalah pemeriksaan tehadap 
bakal calon terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan 
pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta pemilihan 
umum gubernur dan wakil gubernur . 
Verivikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan 
dukungan , foto copy kartu tanda penduduk, pembuktian tidak ada dukungan 
ganda pada partai poilitik, tidak adanya pendukung yang telah meninggal 
dunia , tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk 
wilayah yang bersangkutan, atau tidak adanya penduduk yang tidak 
mempunyai hak pilih. Panitia khusus yang selanjutnya disebut Pansus adalah 
alat kelengkapan DPRP yang bersifat tidak tetap yang bertugas 
melaksanakan beberapa tahapan pemilihan umum gubernur dan wakil 
gubernur provinsi papua sebagaimana diatur dalam peraturan daerah khusus 
ini. Kelompok kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah pengelompokan 
anggota Pansus DPRP Papuauntuk melaksanakan tugas-tugas pada 
tahapan pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur papua yang 
terdiri dari : 
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a. Pendaftaran 
b. Verivikasi 
c. Pengawasan  dan hukum 
d. Visi, misi dan pelantikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku 
Majelis rakyat Papua yang selanjutnya disebut MRP mempunyai 
kewenangan untuk memeriksa keaslian orang papua yang berasal dari ras 
melanesia yang terdiri dari suku-suku asli papua oleh masyarakat adat. 
Orang asli papua yang dimaksud pada ayat (1) adalah orang yang berasal 
dari rumpun ras melanesia yang menerima mengenal dikenal, dan tunduk 
serta mengerti dan memahami bahasa setempat pada budaya suku-suku asli 
dengan pengakuannya dan menerimanya. Pelaksanaan pemilihan umum 
gubernur dilaksanakan secara demokratis dan berdasarkan asas pancasila 
dan perundang-undangan bersifat langsung , bebas, rahasia, mandiri, jujur, 
dan adil dengan melihat kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, 
legalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi. 
Kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua. Untuk 
mewujudkan hal ini maka dibentuklah Majelis Rakyat Dewan Perwakilan 
Rakyat Papua (DPRP) berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
Pemerintah daerah juga berwenang membentuk perangkat daerah termasuk 
perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat 
Papua (MRP). Pemerintah daerah juga berwenang menetapkan kebijakan 
kepagawaian dengan berpegang pada norma, standar dan prosedur 
penyelenggaraan manajemen Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan.  
Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memberdayakan 
potensi perekonomian Rakyat Papua, termasuk memberikan peran yang 
memadai bagi Orang-orang Asli Papua. Dalan hal ini pemerintah Provinsi 
Papua berwenang melakukan pengaturan usaha-usaha perekonomian yang 
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memanfaatkan sumber daya alam dan penyertaan modal Pemerintah Daerah 
dalam BUMN yang beroperasi di Provinsi Papua, serta mengadakan 
perjanjian kerja sama dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya dengan 
Provinsi lain yang ada di indonesia sesuai dengan kebutuhan. 
Pemerintah Provinsi Papua berwenang menyelenggarakan dan 
mengembangkan pendidikan pada semua jenjang, jalur dan jenis pandidikan 
di Provinsi Papua. Penyelenggaraan pendidikan dimaksud dilakuakan 
dengan mengedepankan mutu, yakni pendidikan di provinsi papua harus 
dilaksanakan secrara baik dan bertanggung jawab dengan biaya serendah-
rendahnya, sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki derajat mutu yang 
sama dengan pendidikan yang dilaksanakan di provinsi lain. Mengingat 
masih rendahnya mutu sumber daya manusia papua dan pentingnya 
mengejar kemajuan dibidang pendidikan, maka pemerintah daerah 
berkewajiban membiayai seluruh atau sebagian biaya pendidikan bagi putra 
putri asli papua pada semua jenjang pendidikan. Selain pendidikan, 
kesehatan dan gizi merupakan faktor yang perlu mendapat perhatian semua 
pihak di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi berwenang menetapkan 
standar dan mutu dan memberikan pelayanan kesehatan bagi penduduk, 
dengan biaya yang serendah-rerndahnya. Pemerintah Provinsi, dan 
pemerintah Kabupaten/ Kota juga berwenang mencegah dan menanggulangi 
penyakit-penyakit endemis, dan / atau penyakit yang mambahayakan 
kelangsungan hidup penduduk. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten/ Kota berwenang merencanakan dan melaksanakan perbaikan 
dan peningkatan gizi penduduk, dan pelaksanaanya dapat melibatkan 
lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang 
memenuhi persyaratan. Pemerintah Provinsi juga berwenang melakukan 
pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pertumbuhan 
penduduk di Provinsi Papua.Untuk mempercepat terwujudnya 
pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua 
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dalam semua sektor pembangunan Pemerintah Provinsi memberlakukan 
kebijakan kependudukan. Pemerintah Provinsi berwenang memelihara dan 
memberikan jaminan hidup yang layak kepada penduduk Provinsi Papua 
yang menyandang masalah sosial. Kebijakan kependudukan sebagaimana 
dimaksud adalah pemberian fasilitas khusus dalam bentuk kebijakan. 
 
Penutup  
Kesimpulan  
Sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum UU 21/2001, 
otonomi khsuus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian 
kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di dalam kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.Wujud pengakuan kekhususan tersebut, 
misalnya, adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merepresentasikan 
kepentingan adat, agama dan perempuan serta adanya DPR Papua yang 
memiliki kewajiban hak dan wewenang tertentu; tidak diatur secara khusus 
dalam Undang-Undang tersendiRI. Majelis rakyat Papua yang selanjutnya 
disebut MRP mempunyai kewenangan untuk memeriksa keaslian orang 
papua yang berasal dari ras melanesia yang terdiri dari suku-suku asli 
Papua. 
 
Daftar Pustaka 
Fokosindo Mandiri, 2001, Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat 
Daerah  
Hadi Setia Tunggal, 2012, Kompilasi Peraturan Otonomi Khusus, cetakan 
kedua, Grafindo Jakarta 
Hadi Setia Tunggal, 2011, Peraturan Perundang-Undangan Bagi Provinsi 
Papua, catakan pertama, Grafinso Jakarta 
Maruarar Siahaan, 2006, Implementasi Tonomi Khusus Papua, Cetakan 
pertama secretarial jenderal dan kepanitraan MK Jakarta 
Ni` Matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia, Cetakan Kelima, 
Jakarta 
Otonomi Khusus Papua Dalam Konteks Penyaringan.….  Ariyanto 
LEGAL PLURALISM : VOLUME 6 NOMOR 2, JULI 2016 182 
 
Siswanto Surnarnya, 2008, Hukum pemerintahan Daerah, cetakan pertama, 
sinar grafika Yogyakarta 
Samuel Agus, 2003, Mencari jalan tengah otonomi khusus papua, cetakan 
pertama, Grafika Pustaka Jakarta 
Syarifin Jubaedah, 2003, Pemerintahan Daerah Indonesia, cetakan kedua, 
Gramedia Pustaka Indonesia 
Yohanes Anthon Raharusun, 200, Daerah khusus dalam prespektif NKRI, 
cetakan pertama, Jakarta 
Undang-Undang Dasar 1945 
Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 Tentang otonomi khusus Papua 
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 
Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang KPU 
Undang-Undang No. 8 Tahun 2008 tentang partai politik 
Peraturan daerah khusus (Perdasus) No. 6 Tahun 2011 tentang pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur bagi Provinsi Papua 
